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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Miftah Paridl (2007:2) Poligami baik ajaramaupun praktek,
sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang baauals&oligami atau beristri
lebih dari satu telah ada bersama dengan adanyausmadimuka bumi, bahkan
dalam kitab-kitab suci, walaupun tidak secara jdlatur namun larangan tersebut
tidak ditemukan, baru pada kitab suci Al-quran s®dalas praktek poligami
diatur. Hal ini tidak lain dilatarbelakangi olehdaya masyarakat, sebelum islam
pelaksanaan poligami ini tidak teratur atau tidakéndali. Dalam konteks ajaran,
sebetulnya poligami sudah dikenal sejak lama. Sajed abad ke-7, ketika Nabi
Muhammad dalam proses perjalanan menerima wahysoglan poligami telah
diungkap jelas. Hingga akhir kitab suci itu ututedma Nabi. Persoalan poligami
tetap menjadi bagian dari keseluruhan tema yangg#ap di dalamnya, dan
bahkan bukan hanya di ungkap dalam kitab suci,jtag@ dilaksanakan dengan
berbagai alasan dan pertimbangan. Sejak dulu parsaa telah ada ditengah
kehidupan manusia dan hampir tidak pernah dipetklabaeperti akhir-akhir ini.
Karena itu tidak mudah untuk ditelusuri bila kenardi tema poligami
berkembang menjadi isu yang sangat kontroversiaelah mengundang pro dan
kontra di kalangan masyarakat khususnya kaum Muslaapun non muslim. Pro
dan kontra tersebut terjadi jika saja melibatkalakgan perempuan yang sering
diidentifikasi sebagai “ obyek”, namun juga di kajan laki-laki yang sering
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diidentifikasi sebagai “subyek”. Sebagian kaum pgrean Muslimah melihat
praktek poligami sebagai penindasan terhadap kammpuan oleh kaum laki-
laki, sementara perempuan muslim lainnya memantahgva poligami sebagai
bentuk ibadah dengan surga sebagai ganjarannya.

Kontroversial di seputar poligami kemudian mengjsnpada beberapa
tahun terakhir. Banyak kalangan yang merumuskarunaeg, baik untuk
melegitimasinya maupun untuk menolaknya. Ayat-aj@uran, khususnya yang
berkaitan dengan poligami, lalu ditafsirkan dengendasarkan pada fakta sosial
yang berkembang ataupun karena pertimbangan kebutehtentu. Atas tafsiran
yang sangat mungkin sangat berbeda-beda itu, dhhiberbagai sikap yang
bervariasi di kalangan masyarakat. Kontroversi jag@icu, antara lain, oleh
adanya praktik poligami yang sering dirasakan sangaugikan pihak tertentu,
khususnya kaum perempuan. Mungkin tidak salah pkdigami akhirnya
memiliki citra begitu buruk, meskipun mereka menmhaajaran tetap
membolehkannya.

Diantara tema penting yang sering mengundang ¢&eertsi adalah soal
keadilan. Tentu masih banyak hal lain yang seringerdebatkan. Keadilan
menjadi syarat yang harus dipenuhi ketika seseoragig melakukan poligami.
Tapi untuk berbuat adil, sesuai dengan syarat a&®QQwangat sulit dan berat.
Terhadap pesan penting ayat ini muncul sekurangrgmya dua pendapat. Ada
yang melarang secara tegas dengan alas an bahwsiendidak mungkin bisa
berbuat adil, padahal adil menjadi syarat mutlaméntara pihak yang menerima

poligami berpendapat bahwa pernyataan “berat” dddaneku adil tidak lebih



dari peringatan Allah agar lebih berhati-hati dalamelakukan poligami.
Pendeknya, tidak sembarang orang yang bisa melakpkiigami, meskipun
memang dibolehkan oleh syaridBagaimana sebenarnya ajaran Islam dan
masyarakat Muslim memandang poligami?

Ada yang dapat dan bahkan harus disertakan ketdsuatu ajaran
dianalisis. Setiap ajaran yang transendental selafkait dengan variabel
kehidupan yang profane. Setiap ajaran yang diimpigasikan dalam tataran
historis sosiologis akan selalu bersentuhan atahwkadm berhadapan dengan
konteks empirik kehidupan, termasuk factor budaghingga ajaran menjadi
tidak lagi teks seperti apa adanya. Di sinilah,abgkali perdebatan sulit
dipertemukan karena masing-masing berada pada iger@adbudaya yang
berbeda, baik yang bersumber pada agama maupuyebuda

Pembahasan poligami merupakan salah satu pembalyase tidak
pernah kehilangan peminatnya. Apalagi baru-barulmtionesia dihebohkan oleh
pelaksanaan poligami oleh beberapa Tokoh Agamauysaha, dan selebritis, dan
orang-orang awam pada umumnya. Pro dan kontra teargalir menanggapi
praktek poligami Tokoh Agama negeri ini, hingga iakya merembet ke
pembahasan untuk melihat dan mempertimbangkan KkeReraturan Pemerintah
No 45 tahun 1990 tentang pelarangan praktek poligaernyata, berdasarkan
jajak pendapat, mayoritas suara ( 60 % lebih ) msugan untuk merevisi
kembali Undang-undang tentang pelarangan praktégamoi sedang selebihnya
setuju dan abstain. Hal ini membuktikan bahwa daltoligami tidak mungkin

dilarang secara total, karena jika dilarang setata melanggar peraturan, Al-



guran dan akan timbul dampak yang sangat negatefeerts meratanya
perselingkuhan dan hubungan diluar nikah (zinaar#) dan praktek poligami,
baik oleh kalangan yang menerima maupun yang mienalalalu dikaitkan
dengan sejarah rumah tangga Rasulullah. Bahkakaeketo dan kontra di seputar
poligami hangat mengemuka, kedua belah pihak yamebla pendapat sering
merujuk pada argumen al-Quran dan Sunnah yang $&mmaan kontra di seputar
poligami sendiri muncul bukan karena perbedaankanjuapi karena perbedaan
interpretasi. Selain itu, poligami dipersoalkan holsebagian pihak karena
dipandang sebagai tindakan yang dapat menggandgazasi orang lain. Laki-
laki yang beristri lebih dari satu dipandang tefaélakukan tindak kekerasan atau
bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara séwhentara wanita yang
dimadu dianggap sebagai korban kekerasan lakifdkis dasar pandangan yang
keliru inilah kemudian ada sebagian pihak yang agnmemperalat isu poligami
untuk mendiskreditkan Islam sebagai agama yang ammdkan poligami. Oleh
karena itu pula sejumlah ulama berpendapat, dinh&kmu bagi orang yang
mempunyai satu istri yang mampu memelihara dan okeme kebutuhannya, lalu
dia menikah lagi. Karena hal itu dapat membuka gejubagi dirinya untuk
melakukan sesuatu yang haram. Allah berfirrhdban kamu sekali-kali tidak
dapat berlaku adil diantara isteri-isteri (mu), augdun kamu sangat ingin berbuat
demikian. Karena itu kamu janganlah kamu biarkamgydain terkatung —
katung.... “ (QS. An-Nisa’, 4: 129)
Ayat ini kemudian dipertegas Rasulullah saw dalamsibdanya:”

Barangsiapa yang mempunyai dua isteri, kemudiaih lelencintai kepada salah



satu diantara keduanya, maka ia datang pada hamaki sedangkan tubuhnya
miring sebelah” (Hr, al- Khamsah). Qardhawi bahkainih lanjut menegaskan
bahwa orang yang lemah (tidak mampu) mencari natbadi isterinya yang

kedua atau khawatir dirinya tidak bisa berlaku ddihtara kedua isterinya, maka
haram baginya untuk menikah lagi. Penegasan dasdirkan pada firman Allah
SWT yang berbunyi:* jika kamu takut tidak akan daparlaku adil, maka

(kawinilah) seorang saja...” (QS. An —Nisa’, 4:3) ldiu sebabnya, lanjut

Qardhawi, apabila yang utama di dalam masalah ksran adalah cukup dengan
satu isteri karena menjaga ketergelinciran, damrartakut dari kepayahan di
dunia dan siksaan akhirat, maka sesungguhnya disal@a pertimbangan-

pertimbangan yang manusiawi, baik secara individaupun dalam skala
masyarakat.

Poligami merupakan ajaran yang diharapkan mampu eiigma
kemaslahatan. Sebab syariat dengan alasan apdpimiemperbolehkan adanya
keburukan yang nyata bagi kehidupan manusia. Adapendapat yang
mengatakan bahwa poligami itu hanya akan menimbukieausakan —kerusakan
serta bahaya-bahaya dalam rumah tangga dan maalarakmerupakan suatu
perkataan yang memuat kesalahan yang nyata. Sexwana disebutkan bahwa
syariat Islam pada dasarnya tidak mungkin mendkertabtas manusia sesuatu
yang membahayakan mereka sebagaimana tidak menmitzarakepada mereka
sesuatu yang berguna bagi mereka. Bahkan suatiapateyang ada pada nash
senantiasa mengisyaratkan bahwa syariat islamidak tmenghalalkan kecuali

yang kotor dan berbahaya. Inilah yang digambarkéeh al-Quran dalam



ungkapannya yang padat dan singkat khususnya terkdengan hukum yang
mengikat dan mempengaruhi kehidupan manusia. Abetfirman, ”...yang

menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan mejararereka dari

mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagikaemgala yang baik dan
mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan waemgbdari mereka
beban-beban dan belenggu - belenggu yang ada padskan.” (QS. Al-

Araf,7:157)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa segala agesyang
diperbolehkan oleh syariat islam pada hakekatnysti geernilai manfaat dan
segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat islasti ernilai madharat.
Demikianlah prinsip yang dipelihara oleh syariatermasuk dalam masalah
poligami. Islam telah menimbang antara faktor ntemladan mafsadat, antara
manfaat dan bahaya, sehingga akhirnya syariat méwolpbkan poligami
terutama bagi mereka yang membutuhkannya. Namuntubeyariat juga
memberikan syarat kepadanya, bahwa ia mampu unémefihara keadilan dan
takut untuk berbuat penyelewengan dan kecenderuyaag tidak sehat. Allah
SWT berfirman; "jika kamu takut tidak bisa berbwaalil maka (nikahilah) satu
istri...” (QS An- Nisa, 4:3)

Jadi, poligami memang diperbolehkan dalam ajadamistapi bukan satu-
satunya jalan bebas ditempuh tanpa persyaratanuap&eorang lelaki dapat
melakukan poligami, jika istri lebih menikmati keskrian, baik karena adanya
gangguan atau kelainan, atau karena secara bidlioigik lagi memungkinan

dapat memenuhi hasrat seorang suami. Mungkin d&eatdaan seperti itu



poligami akan menjadi jalan darurat untuk menghinlemungkinan adanya
penyaluran seks diluar pernikahan yang sah. Tehnaga mempertimbangkan
pentingnya unsur kemaslahatan bagi istri keduanéanpunyai seorang suami
dimana ia dapat hidup dibawah naungannya dan hddlgmn tanggungannya. Ini
kan lebih baik dibandingkan hidup menyendiri ataenjanda, tanpa perlindungan
ataupun sekedar partner berbagi rasa.

Pada kenyataanya, kesalahan dalam menggunakanakabeni memang
seringkali menimbulkan akibat-akibat yang membakagakeberadaan rumah
tangga. Sebagai akibat dari adanya perhatian el terhadap istri baru dapat
saja berakibat menzalimi istri yang lama. Kecintgang berlebihan itulah yang
menyebabkan ia membiarkan istri tuanya terkaturigriga, seakan tidak lagi
sebagai istri dan tidak pula dicerai. Seringkalkapi seperti itu juga
mengakibatkan anak-anak saling membenci, padah@&kaanak satu bapak dan
mereka sebetulnya bersaudara. Hal ini disebabkaen&aketidakmampuan
seorang suami/bapak untuk berlaku adil di hadapandan anak-anaknya dan
tidak bisa berlaku sama dalam memberi materi darlsayang.

Keterlibatan pemerintah dalam menciptakan ketddibaosial merupakan
keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Tetapkapeeterlibatan itu bebas
memasuki seluruh wilayah hukum, termasuk melakuagarubahan hukum-
hukum Allah ? Dalam kaitan ini Yusuf Qardhawi daldmukunya Sistem
Masyarakat Islam dalam al-Quran dan Sunnah (19@nyatakan :

" Sesungguhnya hak (wewenang) yang diberikan olgsriat kepada

walliyul amri (pemerintah) adalah hak membatasiagen hal-hal yang



mubah karena kemaslahatan yang lebih mantap didsédoagian waktu
dan keadaan atau berlaku kepada sebagian orammak@rangan secara
mutlak- dan selamanya- itu mirip dengan ’'menghamarhkyang

merupakan hak dan wewenang mutlak Allah SWT.”

Karena itu, jika pemerintah akan terlibat dalamspatan poligami, maka
keterlibatannya itu terbatas pada pembuatan daggp&an hukum yang mengatur
tata cara pelaksanaan poligami sebagai salah sakarp yang secara tegas
dibolehkan menurut ajaran agama.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia &iodnTahun 1975
Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahuh tE®ifang Perkawinan
bahwa :” untuk dapat mempunyai lebih dari seorastg harus mempunyai
alasan-alasan yang kuat dan diterima oleh hukumarRa harus diperoleh izin
dari istri yang pertama atau istri-istrinya yanm ldan dikehendaki oleh pihak-
pihak lain. Jika izin-izin itu tidak diberikan olekri atau istri-istrinya maka si
suami harus memperoleh izin Pengadilan dengan jalmgajukan permohonan
disertai alasan-alasan yang kuat dan dalam UU alikab alasan-alasan itu:

a. lIstri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebesgyi
b. Istri mendapat cacat badaniah atau berpenyakit yadgk dapat
disembuhkan

c. lIstri tidak dapat melahirkan keturunan



Asas yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinani&liéé asas monogami
, dengan kemungkinan berpoligami dengan syarat gakgp berat. Bagi orang
yang beragama Kristen Katolik, agama ini melaraagmuytuk berpoligami,
walaupun dalam kitab sucinya tidak satupun ayatgyamelarang maupun
membolehkannya tetapi pelarangan tersebut keluampédea pendeta dan orang-
orang yang dianggap suci pada agama tersebut, mtalk sahnya perkawinan
hanya diselenggarakan menurut agama dan keperecggaanasing —masing.
Agama Kristen Katolik melarang perkawinan poliganBagi orang yang
beragama Kong Fu Tsu dan Hindu Bali, agama merattak tmelarang
berpoligami. Kecuali bagi orang-orang Cina yangagama Kong Fu Tsu, orang-
orang ini dilarang berpoligami, bukan karena agansieka melarangnya akan
tetapi oleh Undang —undang Hukum Perdata (BW).Baging-orang yang
beragama Islam kecuali jika bagi mereka ini berl&kuwgelijk Wetboek (BW),
dapat berpoligami berdasarkan surat An Nisa ayat d8ngan izin dan
dikehendaki oleh istri-istrinya, Syarat bagi sugmamg akan berpoligami ialah:

a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kegetidup istri-

istrinya dan anak-anaknya
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil tegbastri-istrinya dan
anak-anaknya

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkatagli maka praktek

poligami harus berdasarkan pada Undang-Undang gehgat oleh Pemerintah.

Oleh sebab itu saya ingin mengetahui sejauh mamaalpeman masyarakat
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mengenai Undang- Undang dan Peraturan Pemerirtatang poligami. Dengan
demikian judul dari skripsi saya adalah :” PemahanMasyarakat terhadap
Praktek Poligami Berdasarkan Undang — Undang Noakum 1974 Tentang
Perkawinan Terhadap Fenomena Praktek Poligami diupaten Bandung’ (

Studi Kasus di Kampung Manglid Desa Margahayu ).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telahaskjah diatas, maka
timbul suatu masalah dengan rumusan sebagai beriBatgaimana Pemahaman
Masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah Repuididnesia Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1nTaBid4 Tentang
Perkawinan terrhadap Fenomena Poligami di DalamyMtakat Kabupaten
Bandung ?“. Selanjutnya rumusan tersebut akanasbatenjadi :

1. Berapa banyak orang atau keluarga yang melakukaktgbr poligamidi
Kampung Manglid Desa Margahayu Selatan Kecamatamgahayu
Kabupaten Bandung?

2. Mengapa Masyarakat Kampung Manglid Desa Margahaglat&h
Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandungmelakukamegrakligami?

3. Bagaimana proses poligami Masyarakat Kampung Mdndlesa
Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten dubgn

dilakukan?
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4. Bagaimana pemahaman Masyarakat Kamoung Manglid Blesgahayu
Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandungnteritendang-
Undang N. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

5. Apakah masalah Poligami yang terjadi di Kampung &fidn Desa
Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu KabupatenluBgnsudah
dapat diselesaikan?

6. Apa dampak yang dirasakan oleh keluarga yang miedakpoligami?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
Tujuan penelitian ini secara umum ialah untuk meimkba wawasan
kepada khalayak ramai dalam hal ini masyarakat emaigUndang —
Undang No 1 tentang Perkawinan yang salah satunyasanembahas
mengenai poligami dan mengenai pemahaman masydesitahg praktek
poligami.

2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penelitian ini diantaranya :
a. Untuk memberikan informasi tentang poligamiddgppara ibu.

b. Sebagai ilmu bagi penulis dalam memahami paliga
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D. Anggapan Dasar
Anggapan dasar ialah suatu pendapat yang merugakdasan teoritis

yang dijadikan dasar atau titik tolak untuk peimit Menegaskan pendapat
tersebut Winarno Surakhman (1990:38) mengemukakbhw#® " anggapan dasar
atau postulat yang menjadi tumpuan segi kandungam kkgiatan terhadap
masalah yang dihadapi postulat ini menjadi keradneag khalayak ”, sedangkan
mengenai pentingnya anggapan dasar dalam peneig@jzerti yang diuraikan oleh
Suharsimi Arikunto (2002: 38) adalah :

1. agar ada dasar berpijak yang kukuh bagi masalaip gideliti

2. untuk mempertegas variabel yang menjadi pusat panha

3. guna menentukan dan merumuskan masalah.

Jadi anggapan dasar bagi penelitian in adalah:

a. Poligami adalah perkawinan antara seorang lakidakigan lebih dari satu
orang perempuan, Sidi Ghazalba (1975).

b. Undang-Undang adalah naskah yang memaparkan ralagktugas-tugas
pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negamanEnentukan
pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut, BN&a&e

c. Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika pesséidak akurat kita
tidak mungkin dapat berkomunikasi dengan efektiérsBpsilah yang
menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabai&san yang lain,

Alex Sobur (2006:446)
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E. Metode dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dgbamelitian ini
adalah metode studi kasus. Adapun metode studskagnurut Mulyana
(2002:201) mengatakan bahwa “studi kasus merupakaian dan
penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspélse@ang individu,
suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas). Spedgram atau suatu
situasi sosial”.

2. Teknik Penelitian
Teknik penelitian yang digunakan untuk pengumpulldata dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara, percakapan dengan maksud tertentu edefa belah
pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertangaanyang
diwawancarai memberikan jawabannya. ( L. Moleon@319135 )

b. Observasi adalah suatu pengamatan yang meliputiugsgam
perhatian terhadap suatu objek dengan menggunataruls alat
indera. ( Suharsimi Arikunto, 1993: 128 )

c. Studi literature yaitu dengan mempelajari literatyang relevan
permasalahan yang sedang diteliti guna mendapatkadaran

teoritis.
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F. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian

1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kampung Manglid Desarlyhayu Kabupaten
Bandung . Penelitian dilakukan di lokasi tersebudasiarkan atas
pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan daerapat penulis
tinggal sehingga memudahkan penulis untuk melaksenpenelitian dan
jaga di daerah trsebut telah terjadi praktek patiga

2. Populasi Penelitian
Menurut Suharsimi Arikunto ( 1996: 115 ) yang dimaét dengan
populasi adalah semua elemen yang ada dalam pemeldng akan di
teliti. Adapun yang dijadikan populasi dalam petnahi ini adalah :
a. Masyarakat Kampung Manglid Desa Margahayu KabupBserdung.
b. Petugas Pengadilan Agama yang mengetahui isi Unaiadang

tentang Poligami

3. Sampel Penelitian
Teknik pengambilan data berdasarkan teknik pendambsample
purposif/ bertujuan ( Sampling Purposive ). Santplpurposive adalah
sample yang dipilih dengan cermat, sehingga relegangan desain
penelitian ( Winarno Surakhmad, 1987 : 128 ). Sdmpmposif dilakukan
dengan cara mengambil subjek bukan didasarkansatatsa atau random
tetapi didasarkan tujuan tertentu ( Suharsimi, 19887 ). Adapun sample

yang diambil :
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. Tokoh masyarakat yang mengalami dan yang tidak &alanyg
poligami

. Beberapa orang petugas Pengadilan Agama KabupatsiuBg yang
dapat menjelaskan isi dari Undang-undang tentatigePa.

. Beberapa keluarga yang melakukan praktek poligami.



